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Timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan hukum) yang berisi
keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun
kepemilikannya dengan harapan memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai ketentuan peraturan
yang berlaku. Penelitian ini membahas mengenai sengketa kepemilikan tanah sertipikat Hak Guna
Bangunan Nomor 9/Ciketing Udik, seluas 32.215 M2 yang terdaftar atas nama PT. Bosaeng Jaya
berkedudukan di Jakarta , terhadap sebagian tanah Hak Guna Bangunan tersebut, yaitu seluas 7.300 M2
dipermasalahkan oleh Nyonya Sanem dan Nyonya Samah. Perkara tersebut di atas telah mendapat putusan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi putusan tersebut belum dapat menyel esaikan
sengketa, karena berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Bekasi, putusan tersebut tidak dapat
dilaksanakan (non eksekutabel). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipol ogi
preskriptif. Untuk mengakhiri kasus sengketa tanah tersebut para pihak sepakat menyelesaikan secara
damai. Dengan membuat akta perdamaian secara notariil. Akta Perdamaian tersebut selanjutnya didaftarkan
di Kantor Pertanahan Kota Bekasi sebagal dasar permohonan penghapusan perkara.

...... The arise of legal dispute begins from a complaints from such party (person/ body of law) which
contains of objections and indictment for land rights either on the status of land, priority or its ownership in
the expectation for administrative settlement in accordace with the pertaining regulations. This research
discusses the dispute over land ownership on the certificate of the Rights

to Build number 9/Ciketing Udik, covering an area of 32 215 m2 which registered in the name of PT.
Bosaeng Jaya located in Jakarta, topartial of land of such rights to build of 7.300 m2, disputed by Mrs
Sanem and Mrs Samah. The above case has received a verdict has not been able to resolve the dispute,
because based on the Minutes Execution of Districh Court of Bekasi, such decition cannot be executed (non
executable). This study uses the method of juridical normative with prescriptive typology. To end such land
dispute case the parties agree resolve peaceful term. By produce settlement agreement in a notary deed.
Such settlement agreement is then registered to the Land Office of

Bekas asthe foundation of case nullification petition.
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